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        Skripsi yang berjudul “Hukum Islam Tentang Sistem Upah Karyawan Ayam 
Geprek (studi Pada Ayam Geprek Ham Sukarame, Bandar Lampung)”. Ini 
merupakan hasil penelitian tentang upah yang berkaitan dengan hukum Islam 
perbedaan gaji karyawan berdasarkan waktu kerja dan upah bonus karyawan 
ayam geprek hani. Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah 
kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai penyediajasa manfaat atau 
tenaga yang lazim disebut buruh dan satunya lagi bekerja dengan orang lain yang 
menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut majikan. Dalam rangka saling 
memenuhi kebutuhannya, buruh mendapat kompensasi berupa upah. Penelitian mi 
menyimpulkan beberapa permasalahan seperti: bagaimana sistem pengupahan 
rumah makan ayam geprek Hani. Bagaimana hukum Islam tentang sistem upah 
karyawan ayam geprek berdasarkan waktu kerja dan upah tambahan karyawan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa 
pelaksanaan akad ujrah pada perbedaan gaji karyawan di ayam geprek hani untuk 
mengetahui bagaimana akad ujrah menurut hukum Islam dan fiqh muamalah pada 
Ayam Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research). Data penelitian ini diperoleh dari Ayam 
Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung yang menjadi objek penelitian. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan diperkaya dengan data 
keperpustakaannya itu mempelajari, memahami buku-buku, jurnal, serta tulisan 
cendekiawan yang berkaitan dengan objek penelitian, sampel yang diambil 
sebanyak 5 orang yang terdiri dari kepala waning, marketing, menejer, keuangan 
(bendahara), dan 3 orang karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa 
pelaksanaan akad ujrah tentang perbedaan gaji karyawan ayam geprek disebabkan 
kurang jelasnya perjanjian antara karyawan dan pemilik usaha karena perjanjian 
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A. Penegasan Judul  
Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan 
maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang 
terdapat didalam judul skripsi ini. adapun judul skripsi ini berjudul “HUKUM 
ISLAM TENTANG SISTEM UPAH KARYAWAN AYAM GEPREK 
(Studi Pada Ayam Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung)”. Istilah-
istilah yang perlu di jelaskan antara lain:  
Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah 
rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku 
dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.
1
 
Sistem ialah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 




 Upah ialah uang dan lain sebagainya yang dibayakan sebagai pembalasan 




Karyawan/karyawati yaitu jika diartikan secara sederhana, karyawan 
dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan 
ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa 
                                                             
1
   Mohammad Rusfi, Pengertian Hukum Islam, al-Adalah VoL XIII, No. 2, Desember 
2016, h. 241. 
2
 Ibid, h. 1098. 
3
 Ibid, h. 1250. 
2 
 




Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa maksud dari judul ini merupakan peraturan yang diterapkan oleh rumah 
makan ayam geprek, dan penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan 
hukum Islam terhadap sistem upah karyawan dan sistem secara praktis yang 
dilakukan antara rumah makan ayam geprek dan karyawan di Ayam Geprek 
Hani sukarame Bandar Lampung, apakah sudah sesuai atau tidak dengan rukun 
syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.  
B. Alasan Memilih Judul  
Alasan penulis dalam memilih judul “Hukum Islam Tentang Sistem Upah 
Karyawan Ayam Geprek (Studi Pada Ayam Geprek Hani Sukarame, 
Bandar Lampung)” adalah sebagian berikut:  
1. Alasan Objektif.  
a. Sistem upah karyawan Ayam Geprek Hani berdasarkan awal 
perjanjian dengan pengelola ayam geprek hani tentang perbedaan gaji 
karyawan dan upah tambahan diluar gaji berdasarkan waktu kerja 
karyawan tersebut merupakan sebuah kebijakan yang bisa dilakukan 
oleh pemilik rumah makan ayam geprek hani.  
b. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji pada bidang 
kemaslahatan bagi kedua belah pihak, agar para pihak dapat 
mengetahui penerapan, penyelesaian, dan permasalahan yang akan 
                                                             
4
Ibid, h. 629.  
3 
 
timbul yang sesuai dengan prinsip syari’ah sehingga dapat terhidari 
dari sifat bathil.  
2. Alasan Subjektif  
a. Tersedianya bahan literatur-literatur baik berupa buku cetak, ataupun 
jurnal, sehingga dapat membantu penulisan dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
b. Belum ada yang membahas tentang pokok permasalahan ini, sehingga 
penulis tertarik untuk mengangkat sebagai judul skripsi. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang 
telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawai 
ataupun ukhrowi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya 
kelak di akhirat. setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan 
kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrok 
antara berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan 
kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu’amalah.5 
Salah satu bentuk hukum mu’amalah yang sering terjadi adalah kerjasama 
antara sesama manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau 
tenaga yang lazim disebut buruh dan satunya lagi menyediakan pekerjaan yang 
lazim pula disebut majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, 
buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam 
literature Fiqih sering disebut dengan istilah yakni Ujrah selain Ijarah, upah 
                                                             
5
    Rahmat Syafe’I, Asas-Asas hukum Muamalat, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 
2000), h. 7. 
4 
 
(fee) atau imbalan, ada juga jialah/ jualah yang mana memiliki arti yang sama 
dengan ujrah yakni upah, tetapi upah dalam jialah/ jualah sering diartikan 
seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam 
pekerjaan. Arti jialah/ jualah secara istilah yakni pemberian upah atas suatu 
jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.
6
  sesuai dengan firman Allah 
mengenai pemahaman Upah ini tertera dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 233, 
berbunyi: 
                          
                      7 
Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.  
Surat Al-Baqarah [2] ayat 233 tersebut menegaskan bahwa dalam hal 
pembayaran upah haruslah diberikan secara sepatutnya ataupun sesuai dengan 
jasa yang telah dilakukan. 
فَّ َعَرقُهُ  8أَْعُطوا األَ ِجرَي َأْجَرُه قَ ْبَل َأْن َيَِ  
Artinya: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering. (HR. Ibnu Majah, shahih).  
                                                             
6
   Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekan baru: Suska Press, 2008), h. 165. 
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Fajar Mulya, 
2013) h.559. 
8
 Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid, Sunan Ibnu Majah, juz 2, h. 817.  
5 
 
Maksud dari hadits tersebut adalah bersegera menunaikan hak pekerja 
setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada 
kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. 
Rukun dan Syarat Upah dalam fiqh muamalah yakni, suatu Akad ujrah 
akad sah apabila terpenuhi syarat dan rukun yang dilakukan dalam 
pelaksanaannya. rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membantunya. 
misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuk, yaitu 
fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-
unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.
9
 
Syarat upah yakni, dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang 
berkaitan dengan upah, yaitu: 
a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus 
dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan 
perjanjian dan bukan kerena keterpaksaan. 
b. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang 
berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang 
terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya. 
                                                             
9
   Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih 
Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h .95.   
6 
 
c. Tidak sepatutunya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengekploitasi 
kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.
10
 
d. Upah harus dari suatu perubahan yang jelas batas waktu pekerjaannya, 
misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. dan 
harus jelas pekerjaannya. 
e. Upah harus berupa malmutaqawwim (harta yang bernilai) dan upah 
tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar 
upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan 
menyebutkan kriteria. karena upah merupakan pembayaran atas nilai 
manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. 
Hal ini ditetapkan berdasarkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: 




Perjanjian kerja disebuah rumah makan bahwasannya melindungi 
kepentingan semua pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah 
perjanjian, semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah 
pihak, karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. berkaitan dengan 
hal ini, penulis melakukan penelitian rumah makan Ayam Geprek Hani 
Sukarame, Bandar Lampung. dimana kontrak ini berlangsung sesuai 
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kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik atau pengelola dan karyawan 
ayam geprek hani tersebut.  
Masalah gaji atau upah selalu mendapat perhatian besar dari setiap 
karyawan, merupakan penerimaan yang diperoleh karena pendidikan dan 
keterampilan yang dimiliki, menujukan kontribusi kerja karyawan, dan 
merupakan salah satu elemen kepuasan kerja. Namun seringkali terjadi 
permasalahan dalam rumah makan ayam geprek terkait pemberian gaji atau 
upah, seperti gaji karyawan yang berbeda dikarenakan waktu kerja karyawan 
yang berbeda dan upah tambahan diluar dari gaji (bonus) karyawan yang tidak 
diberikan. karyawan merasa tidak sesuai dalam perjanjian yang sudah 
ditentukan dari pihak rumah makan ayam geprek dikarenakan adanya 
perbedaan gaji berdasarkan waktu kerja hal itu yang menyebabkan timbulnya 
perbedaan gaji tersebut. Dan di rumah makan ayam geprek hani pekerja juga 
merasa dirugikan atas perjanjian yang telah disepakti di akad perjanjian 
dikatakan oleh pengelola akan mendapatkan gaji tambahan apabila melebih 
waktu kerja, dan setelah pekerja jalani pekerjaannya tidak adanya gaji 
tambahan (bonus), Sehingga hal itu yang menimbulkan permasalahan dalam 
rumah makan ayam geprek tersebut. 
 Perjanjian kerja disebut perusahaan idealnya melindungi semua 
kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah perjanjian 
semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, 
karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal ini 
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penulis melakukan penelitian di rumah makan Ayam Geprek Hani Sukarame, 
Bandar Lampung.  
Rumah makan Ayam Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung, 
perbedaan dalam pengupahan antara karyawan satu dan yang lainnya.  Dalam 
akad perjanjian Ayam Geprek Hani, perjanjian yang dilakukan secara lisan 
oleh pengelola Ayam Geprek Hani yang bernama ibu Hany dan para 
karyawan,setelah itu menjelaskan secara lisan sistem kerja yang dilakukan oleh 
karyawan atau pekerja, dan gaji yang didapatkan oleh karyawan berbeda-beda 
selama bekerja, waktu kerjanya pagi sampai sore, sore sampai malam yang 
menimbulkan perbedaan gaji karyawan tersabut. Inilah yang sudah dijelaskan 
oleh pengelola Ayam Geprek Hani dari awal akad perjanjian. karyawan atau 
pekerja, dan gaji yang didapatkan oleh karyawan dalam perjanjian diawal 
dikatakan bahwasanya jika setiap karyawan bekerja melebihi waktu kerja akan 
mendapatkan upah tambahan di luar gaji dan inilah yang menyebabkan 
masalah dalam perjanjian Ayam Geprek Hani.  
Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih 
dalam dan bagaimana sistem pengupahan karyawan yang terjadi di rumah 
makan Ayam Geprek Hani yang telah disepakati bersama dan mengapa 
perbedaan gaji karyawan itu terjadi, melalui judul “Hukum Islam Tentang 
Sistem Upah Karyawan Ayam Geprek (Studi Pada Ayam Geprek Hani 




D. Fokus Penelitian  
Dalam penelitian ini, penelitian memfokuskan permasalahan pada 
penentuan hukum Islam khususnya Sistem Pengupahan yang terkait dengan 
Hukum Islam Tentang Sistem Upah Karyawan Ayam Geprek studi pada Ayam 
Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung.  
E. Rumusan Masalah  
Berdasakan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 
penulisan akan menuliskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi 
pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:  
1. Bagaimana sistem upah rumah makan Ayam Geprek Hani Sukarame, 
Bandar Lampung? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perbedaan gaji karyawan Ayam 
Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung? 
F. Tujuan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai 
melaluipenelitian ini adalah:  
a. Untuk mengetahui apa dasar dan bagaimana sistem upah karyawan 
sebagai dasar perbedaan gaji karyawan.  
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang status sistem upah 
karyawan ayam geprek berdasarkan waktu kerja karyawan rumah makan 




Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan akan dapat berguna 
antara lain, adalah:  
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu 
pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya.  
b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada badan usaha atau perusahaan 
terkait, dalam rangka membuat peraturan kerja guna memberikan keadilan 
bagi karyawan dan rumah makan ayam geprek.  
H. Metode Penelitian 
Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis 
dengan menggunakan fikiran secara sesama untuk mencapai tujuan, sedangkan 
penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang 




1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang langsung terhadap responden dilakukan dilapangan atau 
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  Dalam hal ini lokasi penelitian adalah 
Ayam Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung.  
b. Sifat Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini deskriptif kualitatif. 
Yang di maksud dengan deskriptif kualitatif adalah suatau metode dalam 
meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau 
lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 
ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena 
tertentu.14  Sedangkan yang dimkasud dengan analitis sendiri yaitu suatu 
proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, 
kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, 
penafsiran, dan interpretasi data.15 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden 
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian 
yang dimaksud.16  Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri 
dari dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.  
a. Sumber primer 
Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan atau 
di sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara 
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melakukan pengamatan dan wawancara terhadap pengelola dan beberapa 
karyawan Ayam Geprek Hani Sukarame.  
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekuder merupakan sumber data yang bersifat membantu 
atau menunjukan dalam melengkapi serta memberi penjelasan mengenai 
sumber data primer berupa literature-literatur buku yang berkaitan 
tentang objek diantara sumber-sumber sekunder tersebut.  
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti, dari karakteristik tertentu 
mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat 
diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus 
penelitian.
17
  Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 
pemilik/pengelola dan beberapa karyawan yang bekerja di Ayam Geprek 
Hani Sukarame, Bandarlampung yang berjumlah 5 orang karyawan. 
b. Sampel 
Sampel ialah sebagian anggota populasi yang akan diambil dengan 
menggunakan teknik tertentu. untuk menentukan sampel yang akan 
digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 
digunakan.
18
  Jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, 
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maka semua populasi dalam penelitian ini berjenis populasi. Apa bila 
subjeknya kurang dari 100 orang, maka lebih baik di ambil semua 
sehingga penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasinya lebih 
dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Dikarenakan 
jumlah populasi hanya 5 orang, maka seluruh populasi akan dijadikan 
sampel. 
1) Para karyawan ayam geprek hani dalam hal ini adalah:  
a) pengelolah: ibu Hany  
b) Kasir: mba Dea   
c) Karyawan: mba Aniza, mba Mei, dan mba Devi   
4. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data mengandung makna pengumpulan data dengan 
menggunakan alat pengumpulan data-data tertentu. sumber utama dari 
penelitian adalah aktifitas objek penelitian di lapangan yang merupakan data 
primer. Selain itu juga didapat dari data tambahan berupa dokumen file dan 
didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk memperoleh 
data primer yang diinginkan, maka penulis menggunakan tehnik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan digunaka 
sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan 
14 
 
studi untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 
jumlah responden sedikit/kecil.
19
  Metode wawancara merupakan metode 
yang utama dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis pernyataan-
pernyataan yang akan ditanyakan kepada pemimpin dan karyawan Ayam 
Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung.   
b. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan pengambilan data yang 
diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan, transkip, 
buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya.
20
  
Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan 
penulisan judul ini sebagai pendukung dari data wawancara. 
c. Observasi  
Observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan 
yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil 
pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Observasi berarti 
pula mengamati, menyaksikan, memperhatikan sebagai metode 
pengumpulan data penelitian. Dan yang di Observasi yaitu rumah makan 
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5. Teknik Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan 
kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa 
metode, yaitu:  
a. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah 
masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut 
sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.  
b. Sistematisasi yaitu melakuakn penyusunan pokok bahasa secara 
sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.  
6. Analisa Data 
Analisis secara kualitatif merupkan suatu prosedur yang menghasilkan 
data. Deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat 
diamati. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif diuraikan 
dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan 
pernyataan penelitiannya, kemudian dianalisa pula dengan kata-kata apa 
yang melatarbelakangi responden berprilaku seperti itu tidak seperti lainnya, 
disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi.
21
  Metode 
penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 
mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak 
berbentuk angka-angka. 
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Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulisan 
menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya 
data yang dianalisa tersebut merupakan data yang berhubungan dengan 
pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga mendapat 
suatu kesimpulan akhir. setelah selesai dianalisis maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan 
apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.  
Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 
merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 
dengan menggunakan cara induktif. Metode berfikir dalam penulisan ini 
adalah metode berfikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan 
beberapa aturan syariah yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik 







BAB II  
KAJIAN TEORI 
A.  Hukum Islam Tentang Ujrah  
1. Definisi Upah Dalam Islam  
Upah dalam Islam ialah dalam Bahasa Arab, upah disebut ujrah atau 
ajr, yang merupakan bentuk masdar dari kata ya’jir atau ajr, yang berarti 
memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan.
1
 Dari segi bahasa al-ajru 
berarti ‘iwadh (ganti) kata, al-ujrah atau, al-ajru yang menurut bahasa 
berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau 
ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari 
maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat 
didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas 
pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.
2
 
Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatau pembahasan 
dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab Ijarah, secara bahasa Ijarah dan 
Ujrah mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan.
3
Transaksi Ijarah 
merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan 
oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya 
Ijarah terbagi menjadi dua yaitu Ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, 
misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan Ijarah 
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terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang memperkerjakan seseorang 




Pengertian upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja 
sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan 
atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada 
kesejahteraan keluarganya. Lain halnya dalam peraturan pemerintahan yang 
juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 
kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 
menurut suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk 
tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.
5
 
Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 
pekerjaan atau jasanya sesuai perjanjian.
6
 Dari pengertian tersebut dapat 
dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas 
jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja 
diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari 
tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. 
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Kata upah biasa digunakan dalam konteks hubungan antara 
pengusaha dengan para pekerjanya.
7
 Upah itu sendiri mempunyai pengertian 
yang menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah, Uang dan lain sebagainya 
yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga 
yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
8
 Sedangkan dalam 
Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah 




Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Ujrah 
merupakan bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, kerena itu lafaz, 
ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan 




Wahbah Zuhaili dalam buku karanganya yang berjudul “Fiqih Imam 
Syafi‟I”, menerangkan bahwa pada garis besarnya Ujrah terdiri atas: 
1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, 
seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. 
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh 
seseorang. Upah jenis ini bisa disebut juga dengan Ijarah’ala al-mal 
                                                             
7
Abdul Rohman, Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level Marketing, (Al- 
„Adalah Vol. XIII. No. 2, Desember 2016), h.180 (On-Line) tersedia di 
https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2,1856  ( 10 Oktober 2019, pukul 10.30), dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
8
  Pusat Bahasa DepDikNas, Kamus Besar Bahas Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2005). h. 1250.  
9
  Hasan Syadily, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), h. 3718.  
10









Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatau 
pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab Ijarah, secara 
bahasa Ijarah dan Ujrah mempunyai makna upah, sewa jasa atau 
imbalan.
12
 Transaksi Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan 
muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya Ijarah terbagi menjadi dua 
yaitu Ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa 
menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan Ijarah terhadap pekerjaan 
atau upah mengupah yang memperkerjakan seseorang untuk melakukan 
pekerjaan misalnya tukang batu, buruh bangunan, dan lain-lain.
13
 
Ulama Mazhab yaitu Syafi‟I, Hanafi, Malik dan Hanbali tidak 
berselisih dalam menerangkan definisi Ijarah yaitu sebagai transaksi 
terhadap suatu manfaat dengan suatu imabalan dan sifatnya tertentu. 
konsep upah muncul dalam kontrak Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari 
seseorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta‟jir (orang 
yang mengontrak tenaga).Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa 
tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan 
inilah yang disebut al-ujrah atau upah. 
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Dalam terminologi fiqh muamalah, kompensasi dalam transaksi 
antara barang dengan uang disebut tsaman atau harga, sedangkan 
transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut upah/ wages.
14
 
Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana yang telah dikutip oleh 
Hendi Suhendi, Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran 
manfaat uantuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, 
sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya 




Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, 
dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan 
Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. 
Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-
kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga wajar.  
Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian 
kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja 
dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiabn 
masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu 
kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi 
majikan adalah membayar upah. 
Akad yang sesuai dengan syari‟ah adalah yang tidak mengadung 
gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga 
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uang), zhulm (penganiyaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 
Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini 
merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui 
akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita 
dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam 
menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat 
memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan 
kepentinganya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang 
lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang 
ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. 
Kenyataan ini menunjukan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari 
akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai 




Macam-macam yang terkait dengan upah, yaitu:
17
 
1. Upah harian, merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan 
hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk 
kerja. 
2. Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada 
karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan. 
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3. Upah lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut 
undang-undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh 
perusahaan kepada karyawan. 
4. Upah borongan, merupakan upah yang dibayarkan kepada 
karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) 
melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan. 
5.   Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang 
dengan jasa yang disumangkan karyawan kepada perusahaan. 
6.  Upah minimum, merupakan upah paling rendah yang menurut 
undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan 
oleh perusahaan kepada karyawan.  
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai mahluk yang tidak 
bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia 
memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya 
adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang 
bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Orang lain dapat 
melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain 
dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan 
imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya 
transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas jerih payah 
orang lain tersebut jika tidak, berarti termasuk orang-orang yang zalim. 
Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan berusaha 





kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-
Quran surat Al-Jum‟ah [62] ayat 10: 
                           
        ٔ8 
 
Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung. 
 
Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang 
memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai 
perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah 
harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang 
produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan 
atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang 
dibayarkan atas jasa dalam produksi. 
2. Dasar Hukum Ujrah 
Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa ujrah disyariatkan dalam 
Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-
Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak 
menyepakati ujrah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan 
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walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut 
kebiasaan (adat). 
Jumhur ulama berpendapat bahwa ujrah disyariatkan berdasarkan Al-
Qur‟an, As-sunnah, ijma. 
1. Al-Qur‟an Surat Al-Qashsa [28] ayat 26-27 disebutkan: 
                               
                             
                         
     ٔ9 
   
Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapaku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib): Sesungguhnya Aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka 
itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak 
hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan 
mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. 
 
 
Ayat di atas menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh 
ulama Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang 
diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan 
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memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu 
dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.  
2. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah [2] ayat 233 disebutkan:  
                                
               ٕٓ  
 
Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimua apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertawkalah kamu kepada 
Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa 
yang kamu kerjakan.  
 
 
Ayat di atas menjelasakan bahwa dalam membayar upah kepada 
pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai 
dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar 
bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia 
menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi 
upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak 
sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak 
curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada 
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3. Al-Qur‟an Surat An-Nahl [16] ayat 97:  
                            
              ٕٕ 
 
Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka 
Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.  
 
 
Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka 
yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka 
seseorang yang bekerja disuatu bdan usah (perusahan) dapat 
dikatagorikan sebagai amal saleh dengan syarat perusahaannya tidak 
memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang 
haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan 
benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan 
di akhirat.  
4. As-Sunnah 
Di samping ayat Al-Qur‟an di atas, ada beberapa hadits yang 
menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:  
رََاْخر ُه  َعْن اْبِن ُعَمَر قَا َل :قَا َل َرُسْو ُل ا للَِّو ص, اُ ْعُطْو ْااَلِخي ْ
َف ُعُر قُُو, َرَواُه  ابُن َماَجْو.قَ ْبَل  23اَْن َيَِ  
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Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah 
SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja 
sebelum keringatnya kering. (H.R Ibnu Majah). No 937. 
Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ujrah disebutkan 
secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. 
Hadis riwayat Abu Sa‟id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:  
َو َعْن َاِِبْ َسِعْيٍد اُخَدرِىَّ َرِصَى اللَُّو انَّ اانَِّبَّ َصلىَّ الّلُو َعَلْيِو َو 
رًا فَ ْلُيَسمَّ َلُو اُْجَرَتُو. َرَوا ُه َعْبُد الرَّ زَّا َسلََّم قَاَل : َمِن  اْسَتا َجرََاِجي ْ
24.قِ   
Artinya: Dari Abu Sa‟id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW 
bersabda, Barang siapa memperkerjakan pekerja maka 
tentukanlah upahnya. (H.R Abdurrazaq). 
Sabda Rasulullah:  
اِم فَ َقال : ِاْخَتَجَم َعْن  اََنٍس َرِضَى الَلُو َعْنُو اَنَُّو ُسِئَل َعْن َاْجِر اُحجَّ
َمُو اَبُ ْو طَْيَبَةَؤاَْعطَاُه َصاَعْْيِ  َرُسْوُل اللَُّو َصلىَّ اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم, َحجَّ
25ِمْن َطَعاٍم. َرَوُه اُُبَارِىّ   
Artinya: Dari Annas ra. Seseungguhnya ketika ditanya mengenai upah 
dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah 
SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya 
imbalan sebanyak dua sha‟ makanan. 
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Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang 
dilarang oleh agama, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, 
sebagai berikut:  
َو َعْن َاِِب ُىَر يْ َرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَل : قَاَل َرُسْو ل اللَِّو َصلَّى اللَُّو 
الَثَةُاَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم اْاِقَياَمِة َرُجُل اَْعَط ِِبْ ُُثَّ َعَلْيِو و َسلََّم, ثَ 
رًا فَا  َغَدَرَوَرُجُل بَاع ُحرًا, فَاَ ل َكَل ََثَُنُو, َوَرُل اْسَتاْ َجرَاَ َجرَاَ ِجي ْ
26ْستَ ْو فَىِمْنُو وَََلْ يُ ْعِطِو َاْجَرُه. َرَوُه ُمْسِلم  
 
Artinya: Abu Hurairah ra. Berkat, Rasulullah saw. Bersabda, Tiga 
golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: 
seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, 
kemudian ia khianati, seseorang yang menjual orang 
merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang 
memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik 
namu ia tidak memenuhi upanya. (HR Muslim). 
 
Seperti yang dijelaskan Didalam kaidah fiqiyah, yaitu: 
 َمْن أَدَّى َعْن َغْْيِ ِه َواِجًبا بِِنيَِّة الرُّ ُجوِْع َعَلْيِو َرَجَع َوِإالَّ َفالَ 
Artinya: Barangsiapa menunaikan kewajiban orang lain dengan niat 
mendapatkan gantinya maka ia berhak mendapatkannya, dan 
jika dia tidak meniatkan demikian maka dia tidak berhak 
mendapatkan gantinya.  
 
5. Dasar hukum Ijma‟ 
Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan 
dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati seperti Abu 
Bakar Al-Ahsam, Ismail ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, 
Nahrawi dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual-beli 
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kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak 
ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.
27
 
Ijarah adalah salah satu akad berisi pengambilan manfaat sesuatu 
dengan jalan penggantiaan. Misalnya seperti suatu rumah umpamanya 
milik A dimana dimanfaatkan oleh B untuk ditmpati, B membayar 
kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan 
manfaat itu, dan hal ini disebut dengan ijarah (sewa-menyewa). Atau 
semisal adanya seseorang umpanya C bekerja pada D, dengan perjanjian 
bahwa D akan membayar sejumlah imbalan sesuai pekerjaannya yang 
disebut juga ijarah (upah-mengupah). Melihat hal tersebut rasanya 
mustahil manusia bias berkecukupan tanpa ber ijarah dengan manusia 
lain. Oleh sebab itu para ualam menilai bahwa ijarah ini merupakan suatu 
hal yang boleh dan kadang perlu untuk dilakukan walaupun ada pendapat 
yang melarang ijarah, tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil 
itu dipandang tidak ada.
28
 
3. Rukun dan Syarat Upah  
a. Rukun Upah 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang 
membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinsing, atap dan seterusnya. 
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Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad 
hanyalah ijab dan qobul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada 
akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek 
akad. Mereka mengataskan: Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qabul, 
sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang 
dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, 
dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang denganya tergantung 
kebenarannya (sahnya) sew-menyewa itu tergantung padanya, seperti 
pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya 
hakekat sewa-menyewa. 
Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu 
ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai 
pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud 
dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, 
yang dalam hal ini adalah akad sewa-menyewa itu sendiri:  
Adapaun menurut Jumhur ulama, rukun ujrah ada (4) empat, yaitu:  
a. A’qid (orang yang berakad) 
Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah 
mengupah. Orang yang memeberikan upah dan menyewakan disebut 
Mu’ajjir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 
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yang menyewa sesuatu disebut Musta’jir.
30
  Karena begitu pentingnya 
kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu 
akad, maka golongan Sayafi‟iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa 
mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan 
tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.
31
  Agar suatau perikatan yang 
dijalanakan oleh subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu. 
b. Sighat 
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut Sighat akad (sighatul-‘aqd), 
terdiri atas ijab dan qabul.
32
  Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan 
qabul dapat terjadi melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 
4) secara diam-diam, dan 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama 
dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam 
ujrah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
33
 
c. Upah (Ujrah) 
Ujrah disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak, baik itu 
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d. Barang yang disewakan 
Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah 
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa 
syarat: 
1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 
kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). 
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkata yang mubah (boleh) 
menurut Syara‟ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 
4. Benda yang disewakan kekal „ain (zat)-Nya hingga waktu yang 




untuk mengontrol seorang musta’jir harus ditentukan bentuk kerjanya, 
waktu, upah, serta tenangnya. Oleh kerena itu jenis pekerjaannya harus 
dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih 
kabur hukumnya adalah fasid.
35
 
b. Syarat Upah  
Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyarat yang berkaitan 
dengan ujrah atau upah, yaitu: 









1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah 
harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang 
melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan. 
2. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang 
berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang 
terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya. 
3. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengekploitasi 
kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.
36
 
4. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, 
misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan 
harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan 
sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya 
uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam 
ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya. Upah harus berupa 
mal mutaqawwim (harta yang bernilai) dandinyatakan secara jelas (baik 
dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan 
secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria.
37
 
a. Penjelasan tempat manfaat  
Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan 
dapat diketahui.  
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b. Penjelasan Waktu  
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu 
akad, sedangkan ulama Syafi‟iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak 
dibatsi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib 
dipenuhi.  
c. Penjelasan jenis pekerjaan  
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan 
ketika menyewa oarng untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan 
atau pertantangan.  
d. Penjelasan waktu kerja  




e. Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas  
Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih 
dahulu anatara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan 
adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan 
antara kedua belah pihak.  
Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur‟an maupun As-Sunnah mengenai 
hal pengupahan adalah para musta‟jir harus memberi upah kepada mu’ajjir 
sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu’ajjir harus melakukan 
pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat 
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ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta’jir maupun 
mu’ajir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.  
4. Cara Pemberian Upah dan Besaran Upah (Akad Ijarah) 
a. Cara Pemberian Upah  
Ada beberapa cara memberi upah, yaitu:
39
 
a. Cara memberi upah menurut waktu, yaitu menentukan bahwa besar 
kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga 
kerja, tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. 
Kentungan sistem upah menurut waktu yaitu:  
1. Para pekerja tidak perlu terburu-buru di dalam menjalankan 
pekerjaan, karena banyak-sedikitnya unit yang mampu mereka 
selesaikan tidak terpengaruh pada besar kecilnya upah yang 
mereka terima. Dengan demikian kualitas barang atau jasa yang di 
berikan akan terjaga.  
2. Bagi para tenaga kerja yang kurang terampil, cara memberi upah 
ini dapat memberi ketenangan dalam bekerja, karena walaupun 
mereka kurang bisa menyelesaikan unit yang banyak, mereka akan 
tetap memperoleh upah yang sama dengan yang diterima oleh 
tenaga kerja lain.  
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Kerugian cara upah menurut waktu yaitu:  
a) Para tenaga kerja yang terampil akan mengalami kekecewaan, 
karena kelaebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk 
memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan para pekerja 
yang kurang terampil, sehingga tenaga kerja yang terampil 
kurang bersemangat dalam bekerja.  
b) Adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lamban, 
karena besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh 
pada besar kecilnya upah yang mereka terima.  
b. Cara upah menurut unit hasil, yang menetukan besar kecilnya upah 
yang diterima tenaga kerja, tergantung pada banyaknya unit yang 
dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima. Keuntungan cara 
upah menurut unit hasil yaitu:  
1. Para tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat kerja 
yang tinggi, dan akan menunjukkan kelebihan keterampilannya, 
karena besar kecilnya upah yang akan mereka terima. Akibatnya 
produktivitas perusahaan meningkat.  
2. Adanya kecenderungan pekerja untuk bekerja lebih semangat, 







Kerugian cara upah menurut unit hasil yaitu:
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a) Para pekerja akan bekerja terburu-buru, sehingga kualitas barang 
atau jasa kurang terjaga.  
b) Para pekerja yang kuarang terampil akan selalu memeperoleh upah 
yang rendah, akaibatnya mereka kurang mempunyai semangat 
kerja.  
c) Cara upah dengan insentif, yang menentukan besar kecilnya upah 
yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja 
tergantung pada waktu lamanya bekerja, jumlah unit yang 
dihasilkan ditambah dengan insentif (tambah upah) yang besar 
kecilnya didasarkan pada prestasi dan keterampilan kerja pegawai. 
Cara upah menurut insentif sering dianggap sebagai gabungan 
anatara cara upah menurut waktu dengan cara upah menurut unit 
hasil. Cara ini diharapkan akan mamaperoleh keuntungan dari 
kedua cara tersebut. 
b. Besaran Upah  
a. Besaran Upah yang harus Diterima oleh Pekerja 
Dalam Islam besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk 
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Tingkatan upah minimum dalam Islam harus cukup untuk 
memenuhi kebutuhan dasar pekerjaan yaitu, pangan, sandang, dan papan. 
Sadeq (1989) menjelaskan bahwa ada dua faktor sekunder adalah 
memperlakukan pekerja sebagai saudara. Faktor primer adalah kebutuhan 
dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. 
Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:  
1. Upah yang sepadan (ujrah al-misli)  
Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjaan serta 
sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai 
yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 
disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi 
pekerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, 
maka dengan itu menetukan tarif upah atas kedua belah pihak 
yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum 
menetukan upah yang disepakati maka mereka harus menetukan 
upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan 
dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.Tujuan ditentukan tarif 
upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua 
belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan 
menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap 





sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual 
beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.
42
 
2. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musammah) 
Upah yang disebut ujrah al-musammah syaratnya ketika 
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah 
pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. 
Dengan demikian, pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk 
membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. 
Sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk 
mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan 
melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti 
ketentuan syara‟.  
Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, 
maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (ajrun 
masamma). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan 
terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan upah 
yang sepadan (ajrul misli).
43
 
5. Larangan Dalam Pemberian Upah 
Larang pemberian upah dalam UMR meliputi yaitu:  
1. Ketentuan Upah Minimum Bagi Karyawan  
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UMK, UMR, UMP merupakan gaji atau setandar upah minimum yang 
merupakan kewajiban perusahaan untuk diberikan kepada karyawan. 
Penting bagi calon karyawan maupun perusahaan untuk mengetahui 
besaran nilai UMK, UMR, UMP suatu kota atau provinsi untuk menjadi 
acuan besaran nilai upah yang seharusnya diterima oleh karyawan atau 
yang harus diberikan oleh perusahaan. Selain menjadikan acuan dari 
besaran nilai upah, UMR juga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk para 
karyawan dalam mencari pekerjaan. Pada umumnya UMR, UMK, UMP 
berlaku untuk setiap karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari satu 
tahun. Untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari satu tahun, maka 
karyawan yang bersangkutan dapat memprediksi gajinya naik atau tidak. 
1. Perusahaan Membayar Upah Dibawah UMR  
Pada prinsipnya, setiap perusahaan dilarang membayarkan upah karyawan 
lebih rendah dari pada upah minimum. Karena pemerintah telah menetapkan 
upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 
memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Upah minimum 
dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau 
kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum berdasarkan sektor (UMS) pada 
wilayah provinsi atau kabupaten/ kota. Dalam hal perusahaan tidak mampu 
membayarkan upah minimum pada pasal 90 undang-undang no.13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, yaitu:
44
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1) Perusahaan dilarang membayar upah karyawan lebih rendah dari upah 
minimum sedangkan dimaksud dalam pasal 89.  
2) Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum 
sebagaimana dimaksud di dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.  
3) Tata cara penangguhan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (2) 
telah diatur dalam keputusan Menteri.   
2. Saksi Perusahaan Membayar Upah Dibawah UMR  
Saat ini masih ada jumlah perusahaAn yang memberikan upah dibawah 
UMR secara sengaja kepada karyawannya. Meskipun sebenarnya 
perusahaan tersebut mampu untuk memberikan upah sesuai bahkan 
melebihi UMR. Biasanya pasti ada alasan tertentu mengapa perusahan 
tersebut belum bisa memberikan upah sesuai dengan sekala UMR yang 
berlaku. Salah satunya adalah karena sekala perusahaannya yang masih 
kecil atau kondisi keuang perusahaan yang kurang setabil. Alasan lainya 
karena laju perekonomian yang melambat, sehingga dapat berdampak pada 
operasional perusahaan secara keseluruhan. Namu apapun alasanya, 
pemerintah telah menetapkan besaran UMR, UMP, atau UMK yang wajib 
dipatuhi oleh setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia tanpa 
terkecuali. Jika suatu perusahaan memberikan upah di bawah UMR, maka 
penegakan hukum harus diberlakukan melalui pelaksanaan ancaman pidana. 
Hal tersebut telah diatur di dalam pasal 185 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sanksinya adalah berupa pidana 





Dan/atau denda yaitu paling sedikit Rp. 100.000.000 juta dan paling banyak 
Rp. 400.000.000 juta.  
3. Langkah Hukum Upah Dibawah UMR 
Terkait upah yang tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
setiap karyawan dapat memperkarakan perusahaan menggunakan proses 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana telah diatur 
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian dengan 
prosedur sebagai berikut ini:  
1) Mengadakan perudingan bipartite antara perusahaan dengan karyawan 
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.  
2) Apabila dalam kurun waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak 
tercapai kesepakatan, maka upaya selanjutnya adalah perundingan 
tripartite. Yaitu dengan melibatkan Dinas ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi terkait. Pada tahap ini setiap karyawan perlu 
mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartite telah 
dilaksanakan, tetapi gagal mencapai kesepakatan.  
3) Apabila perundingan tripartite tetap tidak menghasilkan kesepakatan, 
maka salah satu pihak baik perusahaan maupun karyawan yang 











Yang termasuk dalam komponen upah berdasarkan surat Edaran 
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 tentang 
pengelolaan komponen upah dan pendapatan Non upah, yaitu:  
1) Upah Pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja 
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan.  
2) Tujangan Tetap, adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan 
dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan 
keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan 
pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri; tunjangan anak; 
tunjangan perumahan; tunjangan kematian; makan dan tunjangan 
transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila 
pemberi tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan 
diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau 
bulanan.  
3) Tunjangan tidak tetap, adalah suatu pembayaran yang secara langsung 
atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara 
tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut 
satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, 
seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran, 
tunjangan makan dapat dimasukan ke dalam tunjangan tidak tetap 
apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian 





Yang menjadi poin paling penting adalah perusahaan dilarang 
membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMR yang sudah ditentukan. 
Namun, pada kenyataannya hingga kini masih ada beberapa perusahaan yang 
memberikan upah dibawah UMR yang telah ditentukan oleh wilayah setempat. 
Dan calon karyawan rela dibayar dengan upah dibawah upah minimum dengan 
alasan sulit mencari pekerjaan. Patuhi peraturan yang berlaku agar perusahaan 
terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana. Dengan membayarkan upah 
karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka diharapkan 
karyawan di perusahaan akan lebih loyal dalam bekerja.    
6. Macam-Macam Akad Ijarah 
Di dalam fiqih mu‟amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:  
a. Upah yang telah disebut (ajrun musamma) adalah upah yang sudah 
disebutkan itu syaratnya ketika disebutlan harus disertai kerelaan kedua 
belah pihak yang berakad.  
b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjannya (profesi kerja) jika 
akad ijarah telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.  
Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua:  
1) Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah), misalnya sewa-
menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perihasan. Dalam hal 
ini mu’ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir butuh 





mu’ajjir mendapatkan imbalan tertentu dari musta’jir, dan 
musta’jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila 
manfaat itu yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka 
para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-
menyewa. 
2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a’mal) ialah 
dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya 
boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, 
tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Mu’ajjir adalah orang 
yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian 
musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau 
jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’ajjir mendapatkan upah 
atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta’jir mendapatkan 
tenaga atau jasa dari mu’ajjir.
46
 
Selain pembagian ijarah seperti yang telah diterangkan 
sebelumnya, ada pembagian ijarah lain yang sedikit berbeda, pembagian 
ijarah ini terdapat dalam madzhab Syafi‟I, adapun pembagian ijarah ini 
terdapat dalam mazhab Syafi‟I sebagai berikut: 
1. Ijarah‘Ain, adalah ijarah atas kegunaan barang yang sudah 
tertentukan, dalam ijarah ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, 
pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, 
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tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan 
rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus 
disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum 
akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau 
berubah. Ijarah ini oleh madzhab Syafi‟I dianggap identik dengan 
akad jual beli barang.  
2. Ijarah immah, adalah ijarah atas jasa atau manfaat yang ditanggung 
oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, 
dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. 
Akad ini dalam mazhab Syafi‟I hampir sama dengan akad pesanan 
(salam). Yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau 
ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.  
Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis 
saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu‟amalah 
pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:  
a. Upah mengajarkan Al-Qur‟an  
Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh 
mengambil upah dari pengajar Al-Qur‟an dan ilmu-ilmu 
syari‟ah ialinnya, karena para guru membutuhkan penujang 
kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada 
dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk 





tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada 
mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.
47
 
b. Upah sewa-menyewa tanah  
Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan 
menjelaskan kegunaan tanah yang disewakan, jenis apa yang 
ditanami di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan 




c. Upah sewa-menyewa kendaraan  
Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan 
lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau 
tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk 
mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan 
siapa yang menunggangi.  
d. Upah sewa-menyewa rumah  
Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh 
penyewa, tau si penyewa menyuruh orang lain untuk 
menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan 
kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak 
merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa 
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mempunyai kewajiban untuk memelihara runah tersebut, sesuai 
dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
49
 
e. Upah menyusui anak  
Dalam Al-Qur‟an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan 
memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, 
sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233:  
                     
                           
Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan 
.  
f. Perburuhan  
Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah 
diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim 
disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan 
tanaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan 
kemampuannya dalam suatu pekerjaan. 
7. Batal atau Berakhirnya Akad Ijarah 
Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:  
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1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan 
hilang.  
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. 
Apabila yang disewakan itu ruamh, maka rumah itu dikembalikan kepada 
pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia 




3. Menurut ulama Hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad, karena 
akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan 
menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah 
seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan 
dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang 
berakad.  
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti 
rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, 
maka akad al-ijarah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah 
tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur 
disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa 
lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan 
akad al-ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung caat atau 
manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.  
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a. Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada 
tangan penyewa.  
b. Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan 
tertentu.  
c. Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain 
yang rusak ketika dijahitkan, sebab tidak mungkin menyelesaikan 
jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.  
B. Sistem Pengupahan dalam Islam  
1. Sistem Pemberian Upah dalam Konsep Islam  
Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang 
tidak pernah selesai diperdebatkan. Adapun bentuk organisasinya baik itu 
swasta maupun pemerintah. Seolah-olah pengupahan merupakan pekerjaan 
yang selalu membantu pihak manajemen berpikir berulang-ulang untuk 
menetapkan kebijakan tersebut. Tidak sedikit besarnya upah juga selalu 
memicu konflik antara pihak menajemen dengan pihak yang dipekerjakan. 
Hal ini terbukti dengan banyaknya unjuk rasa di negara kita tentang 
kelayakan upah yang tidak sesuai dengan harapan, tidak berbandingan lurus 
dengan apa yang mereka kerjakan.  
Dalam Islam secara konsep yang menjadi dasar penetapan upah 
adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. 
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Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah 
buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang 
bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada 
tiga prinsip, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebijakan.
52
 
Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf al-Qaradawi ada dua hal 
yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja 
menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan 
upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, 




Adapun ujrah atau upah berhak diterima karena hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Ketika selesainya suatu pekerjaan. 
2. Ketika manfaat sudah didapatkan secara sempurna.  
3. Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna. 
4. Upah dapat dibayar di muka/ diawal.  
Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan 
melalui negoisasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan 
negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan 
adil sampai pada keputusan dan tentang upah. Tugas negara adalah 
memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga 
menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu 
                                                             
52
  Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, alih 











Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan 
menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan penguasa. 
Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan 
persoalan upah, yang prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.  
2. Prinsip keadilan  
Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap 
buruh dengan menghilang hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 
ditetapkan dengan cara yang paling memperoleh bagian yang sah dari hasil 
kerja sama mereka tanpa adanya ketika adilan terhadap pihak lain. Upah 
kerja menimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup 
lingkungan masyarakat sekitar.  




Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai 
berikut:  
1. Adil bermakna jelaskan dan transparan  
Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan 
komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah akad yang 
terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja 
dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima 
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2. Adil bermakna proporsional  
Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam firman Allah SWT 
surat Yaasin [36] ayat 54, sebagai berikut:  
                      
 57 
Artinya: Maka, pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun 
dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan 
apa yang telah kamu kerjakan. 
 
Ayat diatas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 
menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian 
sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar 
keraj atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. 
C. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka ialah suatu bagian dari skripsi yang bersifat penting, 
kemudian dari segi uraiannya tinjauan pustaka merupakan bagian dari skripsi 
yang paling panjang. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, 
seseorang dapat mengetahui secara jelas, tentang penelitian yang akan 













Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari 
buku, jurnal skripsi yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:  
1. Skripsi yang dibuat oleh Umi Kholifatul Mahmuda pada tahun 2018, 
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah 
(Muamalah), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan 
Sawah Dengan Sistem Piyak (Di desa Pilang Kecamatan Randublatung 
Kabupaten Blora)”.Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu:  
a. Praktek pengupahan dengan sistem piyak di Desa Pilang Kecamatan 
Radublatung Kabupaten Blora telah berjalan sesuai perjanjian. 
Pembayaran dengan sistem piyak/bagian berupa gabah/padi telah 
berlangsung sejak lama dan disesuaikan dengan kebiasaan 
masyarakat. Kehadiran jasa pengairan sawah di Desa Pilang 
memberikan sebuah kemanfaatan di pihak petani, yaitu dengan 
terpenuhinya kebutuhan dalam hal pengairan yang dapat membantu 
petani dalam proses bercocok tanam. Manfaat yang telah diberikan 
jasa pengairan sawah ini dibayar dengan upah gabah/padi sebesar se-
piyak (satu bagian) dari 4 sehingga 5 piyak-an. Pembayaran upah juga 
disesuaikan dengan kulaitas dari hasil panen yang akan didapatkan. 
Apabila hasil yang didapatkan banyak dan meemiliki kualitas padi 
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yang bagus maka besar pula upah yang akan diterima jasa pengairan 
sawah dan bahkan sebaliknya. Namun, meskipun tidak diketahui 
secara pasti ukuran upah yang akan diterima dalam satu piyak, kedua 
belah pihak telah bersepakat dan saling merelakan atas hasil yang 
didapatkan.  
b. Pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak sudah 
sejalan dengan akad ijarah. Jika dilihat dari segi rukun, praktek 
pengupahan ini telah memenuhi rukun dalam akad ijarah. Namun ada 
beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat ijarah, yaitu 
upah (ujrah) yang dibayarkan belum diketahui ukuranya secara pasti. 
Meskipun demikian, pelaksanaan upah lebih banyak mengandung 
kemaslahatan dari pada kemadharatan. Sehingga pelaksanaan akad 
ijarah dalam praktek pengupahan dengan sistem piyak telah sah dan 
diperbolehkan menurut hukum Islam. Adapun permasalahan terkait 
pembayaran upah yang tidak diketahui secara jelas, tidak menjadikan 
alasan pelarangan praktek piyak ini. Perolehan upah yang tidak pasti 
dikarenakan adanya penyesuaian dengan perolehan hasil panen. 
Namun hal ini tidak mengurangi rasa keadilan dan kebesamaan yang 
menjadi prinsip dasar dari praktek piyak ini, masing-masing pihak 
telah rela dengan upah yang diterima. Sehingga pelaksanaan praktek 
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